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TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
UNTUK PERTAMA KALI SPORADIK KOLEKTIF

SECARA MASAL SWADAYA DI KABTIPATEN NGANJUK TAHUN 2OOI

MEL'IBACA : il.

b.

h{ENIMBANG : a.

MENGINGAT : 1.

BTIPATI NGANJLIK

suat Permohonan dari sdr. camat prambon Tanggal 25-01-2001 Nomor :
594/426.614/2001,perihal penyertifikatan tanah secara masal sporadik tahun 2001.
Berita Acara Musyawarah mufakat calon peserta Penyertifikatan Masal Swadaya
Desa singkalanl'a1, Gondanglegi, Mojoagung, Bandung, Nglawab Baleturi,
Tegaron, Tanjungtani, sanggrahan, Rowoharjo, watudandang dan Kunmgrejo
Kabupaten Nganjuk.

bahw4 be.rdasarkan kenyataan yang ada di Kabupaten Nganjr* masih banyak
bidang tanah yang belum bersertifikaq oleh karena itu dalam rangka menciptakan
catur Tertib Pertanahan pertu adanya pendaftaran Tanah untuk pertami xali
sporadik kolektif Secara lt{asal Swadaya khususnya di Kecamatan Pranrbon grrna
mempercepat dan mempdrmudah purerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah y*g d"put
menjamin kepastian Hukum Hak Atas Tanah ;
bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah
sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu
melaksanakan Program Pendaftaran 'Ianah untuk Pertama Kali Sporadik Koisktif
Secara h{asal Swadaya di Kabupaten Ngarjuk Tahun 2001 yang diietapkan delgan
Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok
furaria ;

Undang-Uadang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan ;

Llndang-undang Nomor 22 TahurR999 tentangpemerintahan Daerah ;
Perafuran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan krstansi
Vertikal di Dbn'ah ; 

"
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 199? tenkng pendaftaran Tanah ;
Koputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tenkng Badan Pertanahan Nasional .

Peraturan l\{enteri Negara A$arlal Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor'3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelalsanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 ;

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1999 t€ntang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan pembatalan
Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ;

b.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



9.4 Keputusan Kepala Kantor Witayah Badan Pertanatran Nasional Propinsi Jawa

Timur Nornor 51/35/1999 Tanggal 26 April 1999 tentang Biaya Pengukuran

dan PemetaanPefldaftaran Tanah ;

10. peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomop 25 Tahun 2000 tentarg$usunan

Organisasi Dan&ta Kerja Dinas-Dinas Daerah ;

11. Keputusan Bupati Ngaqiuk Nomor 629 tahun 2000 tentang Kewenangan

Kabupaten Nganjuk sebagai Daerah otonom'

MEh,IpERIIA'TIKAN : 1. Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/0911998

Tanggal0l April 1998 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Tahun

Anggaran 1998/1999 ;

Z. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Jawa Timur Nomor : 600.35.152.64 Tangsl20 Nopembsr 1999 turtang

petuqiuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masal yang dibiayai oleh masyarakat

( Swadaya/Non-APBN/APBD).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
PERTA]VIA

KEDUA

KETIGA

Melaksanakan Program Pendaftaran Tanatr Untuk Pe'rtama KaIi Sporadik Kolektif

Secara Masal Swadaya di Kabupaten Nganjul Taluur 2001 khususnya di

Kecamatan Prambon.

Membentuk Paflitia Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanatr untuk Pertama Kali

sporadik Kolektif secara Masal swadaya di Kabupaten Ngand* wrtuk Tahm

2001, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertaralran Daerah Kabupaten Ngaqit* ;

panitia pelaksana sebagdimana dimaksud dalam Dktum KEDUA Keputruan ini'

mempunyai trgas sebagai berikut :

a. Melaksanakan progriln Pendaftaran Tanah unhrk Pcrtama Kali sporadik

kolektif Secara Masal Swadaya di Kecamatan Prambon sccara bertahap

b. Igengadakan Koordinasi deirgan DinaVlnsta$i/Bagian yang tcrtait di

Kabupaten Nganjuk untuk kelancaran pela*sanaannya ;

c. Mengadakan kerja sama dengan Pihak ke Itr (swasta) yang*elah rnemperoleh

lisensi menangani PengukurarL Pemetaan dan Pernbuatan Srnat Ukur, sesuai

dengan ketenhran yang berlaku i
d. 11denyusun petunjuk Operasional Kegiatan dan Penmjuk Intern yang bersifat

tehnis yuridis dan adminisffasi ;

€. Membuat laporan pertembryan s€caf,a berkala setiap 3 (ttga) bulan termasuk

permasalahannya kepada 'Bupati Sg|u# serta mefirbuat laporan akhir

kegiatan dituaksud ;

: Biaya Sertifikat Tanah Program Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalailt

Diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan kepada Pemilik tanah/pemohon

ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (Dua rahrs ribu rupiah) perbidang dengan

perincian sobagai berikut :

KEEMPAT



KEIII\,{A

KE,ENA]\{

KEI'UJI'H

&. Untuk biaya Operasional pembuatarr*psmasangan dan pengukuran titik orde Itr
dan fi/, panitia A ,- serta pengukuran bidang tanah sebesaf, Rp. 140.000,- (Seratus

empat puluh ribu rupiah) ;

b. Blangko permohonan Mbdel A, Map Warkah dan Sampul Sertifikat sebesar Rp.
15.000,- (Lima belas ribu ruprah) ;

c. Patok hrgu bafas bidang tanah sebanyak 4 buah sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh

ribu rupiah )
d. Untuk biaya Operpsional Kecamatan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

e. Untuk biaya Operasional Desa terma$rk POKMASDARTIBNAII sebesar Rp.

15.000,- flima belas ribu rupiah).

Biaya Sertifikat Tanah sebaga.imana Diktum KEEMPAT huruf a tersebut diatas,

disetor oleh Pemohon/ Panitia Desa ke Rekening Bank JATIM Cabang Nganjuk

Nomor : 200.03.01/632 atas nama Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk ;

Jangka wal',tu penyelesaian program pendaftaran tanah dimaksud paling lama I (satu)

tahrrr, terhitung sejak permohonan telah diterima secara lenghap oleh Petugas Dinas

Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk ;

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan kstentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan

sebagaimanarnestinya ;

2. Keputusan ini diumumkan dalam l-embaran Daerah Kabupaten Ngnjuk.

Keputusan ini disampaikan kepada" :

Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
Kepala BAWASDA Kabupaten Ng*j,tt h
Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupafen Nganjuk
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
Camat Ptambon
Anggota Panitia Pelal$ana Program Pendaftaran
Tanah -vang beruangkutan

SALINAN :

Yth. 1. Sdr.

2. Sdr.

3. Sdr.
4. $idr.

5. Sdr.

6. Sdr.
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.T AN G GA L
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